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KTPUTUSAIII KEPALA KAIITOR WILII,YAII
KEMEITTERIAJT AGAMA PROVUTSI KALIMANTAIT STLATAIT

IYoMoR 73 TAHIIN 2oI6

TE1TTAITG

PEITERBITAil SURAT KTPUTT'SAIT PEil(X}AITTI IZIT PEITDIRIAIT/
OPTRASIO1TAL MADRASAII IBTIDATTAH BAITUL ULUM

NABIIPATTIT BARITO KTIAI,A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEM ENTERIAN AGAMA PROVI N SI KALI MANTAN S ELATAN

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah w4iib mendapatk an izin penOiria.,
madrasah;

b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian lzin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin pendirian
Madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf "*, huruf ob', dan huruf oco, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan pengganti lziri
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Baitul Ulum
Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961sebagaimana telah
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3.

4.

5.

6.

diubah dengan PJraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5a10);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O08 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a86a\
Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OO7 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Mene,ngah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2O10 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2O13 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirian Madrasah;

7.

8.

Memperhatikan Rekomendasi dari Kepata Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Kuala Nomor : B-93S/Kk.12.10-
2/OT.OI/A9/2Arc Tanggal 16 Agustus 2At6;



ltlenetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEilIUTUSKAIT[:

: KEPTITUSAN KEPALIT KANTOR WILAYATI KETIEITTERIAIT
AGAMA TETTTA1TG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGAIITI IZIN PENDIRIAIT/OPERASIONAL IIIADRASAII
IBTIDATYAH BAITIIL ULUM KABUPATEIY BARITO KUALA.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian/Operasional Madrasah yang Hiiang kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Agustus 2016

Kantor Wilayah,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7e9 TAHUN 2016
TENTANG
KEPUTUSAN

PENERBITAN SURAT
PENGGANTI IZIN

PENDIRIAN/ O PERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL ULUM. 
KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTi

IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Agustus 2O16

nteri Agama
Kantor Wilayah,

1 Nama Madrasah Madrasah lbtidaiyah Baitul Ulum

2 Nomor Statistik Madrasah 111263440042

3 Alamat Madrasah Jl. SakaLagun RT 11

Desa/Kelurahan Suryakanta

Kecamatan Wanaraya

Kabupaten Barito Kuala .
Provinsi Kalimantan Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Baitul Ulum

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 49 Tahun 2O14

6 Pengesahan Akte Notaris
0rganisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggal20 Juni 2014
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